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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk 

memperoleh jaminan sosial guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup 

yang layak serta meningkatkan harkat dan martabatnya, dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, negara mengembangkan sistem Jaminan sosial nasional yang bersifat 

menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukum ini menjadi pijakan 

utama dalam pelaksanaan program-program jaminan sosial yang dikelola oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk BPJS Ketenagakerjaan. 

 BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para 

tenaga kerja. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki 

kemampuan untuk bekerja dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa, baik 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat (Indonesia 

2003). Untuk itu, tenaga kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial, serta layak mendapatkan perlindungan jaminan sosial atas 

risiko yang mungkin terjadi selama bekerja. 

 BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja melalui 5 (lima) program utama: Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan 

Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Agar program tersebut 

dapat berjalan secara berkesinambungan, pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan 

pekerjanya sebagai peserta dan secara rutin membayarkan iuran setiap bulan. Iuran 

ini menjadi sumber pendanaan utama yang digunakan untuk menjamin 

keberlangsungan manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 Namun dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang cukup signifikan, 

yaitu terjadinya keterlambatan pembayaran iuran oleh sejumlah perusahaan. 
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Tunggakan iuran yang tidak segera diselesaikan ini kemudian dicatat sebagai 

piutang iuran,yang mencerminkan hak BPJS atas pembayaran iuran yang belum 

diterima dari pemberi kerja. Piutang iuran ini berpotensi menimbulkan dampak 

negatif, baik bagi keberlangsungan program jaminan sosial maupun terhadap 

perlindungan hak-hak peserta. 

 Untuk menanggulangi permasalahan piutang iuran, BPJS Ketenagakerjaan 

memiliki prosedur layanan yang melibatkan beberapa uni kerja, antara lain Account 

Representative (AR), Petugas Administrasi Piutang, dan unit Pengawasan dan 

Pemeriksaan (Wasrik). Dalam pelaksanaannya, Account Representative (AR) 

bertugas untuk melakukan pemantauan atas Iuran Bulan Berjalan (IBB) dan Iuran 

Tepat Waktu (ITW) melalui Payment Reminder System (PRS) secara berkala. 

Mereka memantau status pembayaran perusahaan dan mendeteksi lebih awal 

potensi keterlambatan iuran. 

 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir sebagai salah satu kantor 

cabang yang menangani wilayah strategis di pusat Ibu Kota menghadapi berbagai 

kompleksitas dalam menangani piutang iuran. Tingginya jumlah perusahaan, ragam 

sektor usaha, serta kondisi ekonomi yang dinamis menuntut adanya sistem 

pelayanan penanganan piutang yang tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga adaptif 

dan responsive terhadap situasi di lapangan. 

 Atas dasar ketertarikan tersebut, penulis mengangkat judul berikut dalam 

tugas akhir ini “Proses Pelayanan Penanganan Piutang Iuran Jaminan Sosial Di 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan mengacu pada uraian latar belakang sebelumnya, maka perumusan 

masalah yang muncul adalah sebagai berikut:  

a. Proses pelayanan penanganan piutang iuran jaminan sosial ketenagakerjaan 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir 

b. Faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan di BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Jakarta Gambir 

c. Kendala dan solusi proses pelayanan penanganan piutang iuran jaminan 

sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir 
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1.3 Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penulisan ini bertujuan untuk: 

a. Menjelaskan proses pelayanan penanganan piutang iuran jaminan sosial 

ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir 

b. Menjelaskan Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Piutang Iuran di 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir 

c. Mengetahui kendala dan solusi proses pelayanan penanganan piutang iuran 

jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta 

Gambir 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penulisan tugas akhir 

ini sebagai berikut: 

a. Penulis 

Dengan penulisan tugas akhir ini, diharapkan semua ilmu pengetahuan dan 

teori-teori yang telah dipelajari dapat diterapkan secara nyata di dunia kerja. 

Seperti penulis mendapat pengalaman langsung terkait permasalahan 

administrasi kepesertaan.  

b. Perusahaan 

Dengan penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan evaluasi bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir 

dan dapat memberikan saran bagi perusahan dalam Proses pelayanan 

Penanganan Piutang Iuran Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Jakarta Gambir.  

c. Ilmu pengetahuan 

Dengan penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat dijadikan tambahan 

informasi dan referensi bagi Mahasiswa lain, khususnya dalam bidang 

Administrasi perkantoran dan Pelayanan Prima.  

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk 

mendapatkan data informasi yang dibutuhkan sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Penulis melakukan sesi Tanya jawab secara langsung (tatap muka) kepada 

Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan serta karyawan yang bertugas dalam 

penanganan Piutang Iuran Jaminan Sosial.  

b. Dokumentasi 

Penulis mendapatkan salinan dokumen terkait Proses Pelayanan 

Penanganan Piutang Iuran Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Jakarta Gambir. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV mengenai proses pelayanan 

penanganan piutang iuran jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta 

Gambir, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelayanan penanganan piutang iuran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Jakarta Gambir berjalan secara bertahap dan sistematis. Dimulai dari 

kewajiban rutin perusahaan dalam membayar iuran tepat waktu. Kemudian 

dilanjutkan dengan pemantauan melalui sistem Payment Reminder System 

(PRS), serta pengiriman kode iuran melalui berbagai saluran digital. Bila 

ditemukan keterlambatan atau ketidaksesuain, dilakukan penagihan 

berdasarkan kategori piutang, mulai dari lancar hinga macet. Penagihan 

dilakukan secara bertingkat, mulai dari Blasting WhatsApp, pengiriman surat, 

komunikasi telepon, hingga kunjungan langsung ke lokasi perusahaan. Apabila 

semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka kasus akan dilimpahkan 

kepada Aparat Penegak Hukum. Penanganan piutang ini tidak hanya 

mengedepankan aspek administrative, tetapi juga mengacu pada teori 

administrasi dan proses kerja yang menekankan efektivitas, efisiensi, serta 

keterpaduan antarunit kerja dalam menangani tunggakan. 

2. Tunggakan iuran atau piutang iuran yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan 

disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kondisi keuangan 

perusahaan yang sedang tidak stabil. Banyak perusahaan yang akhirnya 

menunda pembayaran iuran karena harus memprioritaskan pengeluaran lain. 

Selain itu, rendahnya kesadaran dari pemberi kerja tentang pentingnya program 

BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi masalah. Banyak perusahaan yang 

menganggap BPJS hanya sebagai kewajiban administrative, bukan bagian dari 

perlindungan bagi tenaga kerja. Bahkan ada juga yang hanya mendaftarkan 

sebagian karyawannya demi memenuhi persyaratan tertentu, lalu tidak 

melanjutkan pembayaran secara rutin. Faktor ketiga adalah adanya perusahaan 
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yang sudah berhenti beroperasi, namun tidak melakukan pelaporan resmi ke 

BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, perusahaan masih tercatat sebagai peserta 

aktif, dan sistem tetap menagihkan iuran setiap bulan. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa tanpa komunikasi dan pelaporan yang jelas dari 

perusahaan, tunggakan akan terus muncul dan sulit diselesaikan. 

3. Dalam praktiknya, BPJS Ketenagakerjaan menghadapi banyak tantangan saat 

melakukan penanganan piutang. Salah satu kendala utama adalah sikap tidak 

kooperatif dari perusahaan. Banyak dari mereka yang tidak membalas surat, 

tidak menghadiri undangan, atau bahkan sengaja menghindari proses 

klarifikasi. Hal ini membuat petugas kesulitan untuk menjalin komunikasi dan 

menyelesaikan tunggakan. Kendala lainnya adalah data perusahaan dalam 

sistem sering kali tidak sesuai dengan kenyataan, seperti alamat yang sudah 

pindah atau kontak yang tidak aktif. Akibatnya, proses penagihan jadi 

terhambat karena petugas tidak tahu harus menghubungi siapa dan kemana. 

Untuk mengatasi hal ini, BPJS melakukan kunjungan langsung ke alat yang 

tercatat. Jika perusahaan tidak ditemukan atau sudah tidak beroperasi, maka 

dibuat Berita Acara Kunjungan (BAK) sebagai bukti fisik di lapangan. BAK 

ini digunakan untuk menonaktifkan perusahaan dari sistem secara sah. 

Langkah ini menjadi solusi penting untuk mencegah taihan iuran terus berjalan 

pada perusahaan yang sebenarnya sudah tidak aktif. Pendekatan ini 

menunjukkan bahwa BPJS berusaha menyelesaikan masalah piutang dengan 

cara yan lebih langsung dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. 

5.2 Saran 

 Agar proses pelayanan penanganan piutang iuran dapat berjalan lebih 

efektif dan efisien, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Peningkatan Validasi dan Pembaharuan Data Perusahaan 

 BPJS Ketenagakerjaan disarankan untuk secara aktif memperbaharui dan 

memverifikasi data perusahaan peserta, terutama terkait alamat, nomor telepon, 

dan status operasional usaha. Langkah ini penting untuk menghindari 

kesalahan dalam pengiriman surat penagihan, undangan pertemuan, serta 

proses monitoring lainnya. Validasi data yang akurat akan memudahkan 
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petugas dalam melakukan pendekatan yang tepat sasaran dan mengurangi 

waktu yang terbuang akibat pencarian perusahaan yang ternyata sudah tidak 

beroperasi atau berpindah lokasi tanpa pemberitahuan. 

2. Peningkatan edukasi dan Sosialisasi kepada Pemberi Kerja 

 Banyaknya perusahaan yang masih belum menyadari pentingnya membayar 

iuran secara rutin menunjukkan perlunya upaya komunikasi yang lebih aktif 

dan massif dari BPJS Ketenagakerjaan. Edukasi ini tidak hanya perlu dilakukan 

pada saat awal pendaftaran perusahaan sebagai peserta, tetapi juga secara 

berkala melalui seminar, pelatihan daring, maupun penyebaran materi edukatif 

yang menjelaskan manfaat jaminan sosial, risiko jika tidak membayar iuran, 

serta prosedur yang harus dipatuhi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran dan rasa tanggung jawab pemberi kerja dalam melindungi tenaga 

kerjanya. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan angka tunggakan 

dapat ditekan dan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Perusahaan 

menjadi lebih harmonis.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 Surat Izin Pengambilan Data 

 

Lampiran  2 Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana Proses Pelayanan Penanganan Piutang Iuran BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir 

2. Apa saja kendala dalam Proses Pelayanan Penanganan Piutang Iuran BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir? 

3. Apa saja upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

Proses Pelayanan Penanganan Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Jakarta Gambir? 
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4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tunggakan iuran di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Gambir? 

5. Bagaimana cara melakukan pembayaran iuran atapun piutang iuran di BPJS 

Ketenagakerjaan? 

Lampiran  3 Foto bersama Pengawasan dan Pemeriksaan pada saat Wawancara 

 

Lampiran  4 Foto bersama Petugas Administrasi Piutang pada saat Wawancara 
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 Lampiran  5 Foto Bersama Mentor Magang 

 

Lampiran  6 Foto Bersama Kepala Bidang Kepesertaan 

 

 


